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Abstrak. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran ahli hukum dalam 

penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera 

Selatan melalui mekanisme Penghargaan Paritrana. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan 

instrumen perlindungan hukum tenaga kerja yang bersifat wajib, namun dalam praktiknya tingkat 

kepatuhan pemerintah daerah dan badan usaha masih menunjukkan variasi yang signifikan. 

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model pengabdian berbasis 

kebijakan publik. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 melalui tahapan persiapan, sosialisasi, 

evaluasi dokumen, dan wawancara kandidat pemerintah daerah serta badan usaha peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi partisipatif, dan 

wawancara semi-terstruktur yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan perspektif hukum. 

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan ahli hukum berkontribusi signifikan dalam 

meningkatkan pemahaman normatif mengenai kewajiban jaminan sosial, memperkuat argumentasi 

kepatuhan berbasis regulasi, serta mengidentifikasi kendala kelembagaan dan kebijakan di tingkat 

daerah. Selain itu, mekanisme Paritrana terbukti efektif sebagai instrumen evaluatif dan edukatif 

yang mendorong kesadaran hukum dan budaya kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Pengabdian ini menegaskan bahwa peran ahli hukum penting dalam menjembatani norma hukum 

dan praktik kebijakan daerah guna memperkuat perlindungan hukum tenaga kerja secara 

berkelanjutan. 

Kata kunci: Ahli hukum, BPJS Ketenagakerjaan, Kepatuhan hukum, Pemerintah daerah 

PENDAHULUAN  

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi pekerja 

sekaligus perwujudan negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Norma konstitusional ini 

menempatkan negara, termasuk pemerintah daerah(Kristina, 2018), sebagai pihak yang bertanggung 

jawab untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial 

nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Sofiani, 2015). Dalam konteks tersebut, jaminan sosial 

ketenagakerjaan tidak hanya dipahami sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai instrumen 

hukum untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang timbul akibat hubungan 

kerja. 

Sebagai tindak lanjut mandat konstitusi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka hukum 

jaminan sosial melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasaribu et 

al., 2022). Regulasi ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan sosial bagi seluruh 

pekerja melalui program jaminan kecelakaan kerja (Wati et al., 2024), jaminan kematian, jaminan hari 

tua, dan jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan (Rahmani et al., 2022). Prinsip 
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nondiskriminasi juga menjadi dasar penting, sehingga perlindungan jaminan sosial wajib diberikan 

kepada seluruh pekerja, baik pekerja tetap, kontrak, outsourcing, maupun pekerja sektor informal 

(Pahrul, 2023). 

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara komprehensif, implementasi jaminan sosial 

ketenagakerjaan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai persoalan. Tingkat kepatuhan 

pemerintah daerah dan badan usaha terhadap kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 

menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah (Pasaribu et al., 2022). Sejumlah penelitian 

mencatat bahwa partisipasi pekerja, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah, masih relatif 

rendah, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan sosial bagi tenaga kerja (Mahmudah & Hertati, 

2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan 

praktik penyelenggaraan jaminan sosial di lapangan. 

Kendala kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, keterbatasan 

pemahaman hukum mengenai kewajiban jaminan sosial di kalangan pemerintah daerah dan pelaku 

usaha masih menjadi persoalan mendasar (Jemikan, 2018). Ketidakpahaman terhadap substansi regulasi 

sering kali menyebabkan keterlambatan pendaftaran pekerja, ketidaklengkapan kepesertaan, bahkan 

pengabaian kewajiban iuran (Yusuf & Thohari, 2024). Kedua, perbedaan kapasitas kelembagaan antar 

daerah, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pengalaman administratif, turut 

memengaruhi efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan jaminan sosial (Retnaningsih, 2019). 

Ketiga, rendahnya integrasi antara kebijakan ketenagakerjaan dan prinsip perlindungan tenaga kerja 

menyebabkan jaminan sosial sering kali diperlakukan sebagai kebijakan sektoral yang terpisah, bukan 

sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum tenaga kerja secara utuh (Sukanti et al., 2025). 

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan kepatuhan melalui 

pendekatan evaluatif dan edukatif, salah satunya melalui mekanisme Penghargaan Paritrana. 

Penghargaan ini dirancang sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya memberikan apresiasi kepada 

pemerintah daerah dan badan usaha yang patuh, tetapi juga mendorong terciptanya kompetisi sehat serta 

peningkatan kesadaran hukum terkait jaminan sosial ketenagakerjaan (Armaja et al., 2017). Dalam 

konteks ini, Paritrana berfungsi sebagai sarana penguatan tata kelola jaminan sosial sekaligus medium 

pembelajaran kebijakan publik di tingkat daerah (Suharto, 2023). 

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu jaminan sosial ketenagakerjaan dari berbagai 

perspektif. Penelitian (Taufik et al., 2019) menekankan pentingnya perlindungan hukum jaminan 

kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja kontrak di lingkungan pemerintah daerah, serta 

menunjukkan bahwa lemahnya kepatuhan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman normatif 

aparatur. Selanjutnya, penelitian (Mallo et al., 2023) dalam konteks pengabdian kepada masyarakat 

menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan pendampingan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 

mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja sektor informal. Penelitian lain oleh Prihantini 

menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas melalui program jaminan sosial 
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masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam hal penegakan kewajiban pemberi kerja 

(Sulistiowati et al., 2020) 

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar kajian 

masih berfokus pada aspek normatif, kepesertaan pekerja, atau pendampingan langsung kepada 

masyarakat. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji peran ahli hukum dalam konteks 

kebijakan publik jaminan sosial, khususnya keterlibatan aktif akademisi hukum sebagai bagian dari tim 

penilai kebijakan daerah. Padahal, keterlibatan ahli hukum memiliki posisi strategis dalam 

menjembatani norma hukum dengan praktik implementasi, terutama dalam memberikan pemahaman 

normatif, memperkuat argumentasi kepatuhan berbasis regulasi, serta mendorong internalisasi prinsip 

perlindungan tenaga kerja dalam kebijakan daerah (Wulandari & Oktavia, 2022). 

Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya kajian pengabdian kepada 

masyarakat yang menempatkan ahli hukum sebagai aktor kunci dalam mekanisme evaluasi dan 

sosialisasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat pemerintah daerah (Darodjat, 2022). 

Keterlibatan akademisi hukum dalam Tim Penilai Penghargaan Paritrana di Provinsi Sumatera Selatan, 

yang juga mencakup kegiatan sosialisasi dan wawancara kandidat yang difasilitasi langsung oleh 

pemerintah daerah, menunjukkan adanya praktik baik (best practice) yang belum banyak 

didokumentasikan secara akademik. Padahal, kegiatan tersebut memiliki dimensi pengabdian kepada 

masyarakat dan penguatan kebijakan publik yang signifikan (Jaya et al., 2022) 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis peran ahli 

hukum dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah daerah di Provinsi 

Sumatera Selatan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi ahli hukum dalam 

memberikan pemahaman normatif atas kewajiban hukum jaminan sosial, memperkuat argumentasi 

kepatuhan berbasis regulasi, serta mendorong pemerintah daerah dan badan usaha menempatkan 

jaminan sosial sebagai bagian integral dari perlindungan hukum tenaga kerja. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model 

pengabdian kepada masyarakat berbasis keahlian hukum dalam mendukung implementasi kebijakan 

jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah. 

METODE 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

dengan model pengabdian berbasis kebijakan publik, yang bertujuan memperkuat kepatuhan 

pemerintah daerah dan badan usaha terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengabdian dilaksanakan 

dalam rangkaian Penghargaan Paritrana di Provinsi Sumatera Selatan dengan menempatkan ahli hukum 

sebagai fasilitator kebijakan dan penguatan pemahaman normatif atas kewajiban hukum jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Pengabdian dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dengan pusat kegiatan bertempat di 

Hotel Aryaduta Palembang, serta mencakup rangkaian kegiatan persiapan, sosialisasi, evaluasi, dan 

wawancara kandidat pemerintah daerah dan badan usaha. Sasaran pengabdian meliputi pemerintah 
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kabupaten/kota dan perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. 

Tahapan pelaksanaan pengabdian terdiri atas empat tahap.  

Tahap pertama adalah persiapan, meliputi kajian regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan dan 

penyelarasan indikator penilaian berbasis hukum. 

Tahap kedua adalah sosialisasi dan edukasi hukum, yang bertujuan meningkatkan pemahaman 

normatif mengenai kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta perlindungan hukum tenaga 

kerja.  

Tahap ketiga adalah evaluasi dan wawancara kandidat, dilakukan melalui penelaahan dokumen 

dan dialog langsung dengan perwakilan pemerintah daerah dan badan usaha untuk menggali tingkat 

kepatuhan serta kendala implementasi. Tahap keempat adalah analisis reflektif, yaitu penilaian 

kualitatif terhadap hasil kegiatan untuk mengidentifikasi praktik baik dan tantangan kepatuhan. Teknik 

pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi partisipatif, dan wawancara semi-terstruktur, 

yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan perspektif hukum. Seluruh kegiatan pengabdian 

dilaksanakan dengan menjunjung prinsip objektivitas, kerahasiaan data, dan etika akademik. Metode 

ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial 

ketenagakerjaan serta mendukung implementasi kebijakan perlindungan tenaga kerja di tingkat daerah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Penguatan Pemahaman Normatif Pemerintah Daerah dan Badan Usaha terhadap Kewajiban 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Pemahaman normatif mengenai kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan 

prasyarat utama dalam mewujudkan perlindungan hukum tenaga kerja yang efektif dan berkeadilan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 

setiap pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial 

ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua 

(Ali, 2018). Kewajiban hukum tersebut tidak hanya melekat pada badan usaha, tetapi juga menuntut 

peran aktif pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin 

hak konstitusional pekerja (Juniarta, 2022). Oleh karena itu, penguatan pemahaman normatif menjadi 

aspek krusial agar seluruh pemangku kepentingan menyadari bahwa jaminan sosial bukan sekadar 

kewajiban administratif, melainkan instrumen hukum yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan 

tenaga kerja. 

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa masih terdapat variasi tingkat pemahaman 

pemerintah daerah dan badan usaha terhadap substansi kewajiban hukum kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan. Ketidakpahaman ini sering kali berimplikasi pada rendahnya kepatuhan, baik dalam 

pendaftaran pekerja maupun dalam pemenuhan kewajiban iuran. Kondisi tersebut sejalan dengan 

temuan sejumlah penelitian yang menyebutkan bahwa lemahnya pemahaman hukum menjadi salah satu 

faktor utama penghambat implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah (AS, 2020). Melalui 

kegiatan sosialisasi dan dialog dalam rangka Penghargaan Paritrana, ahli hukum berperan memberikan 
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penjelasan normatif mengenai kedudukan jaminan sosial sebagai tanggung jawab hukum dan sosial 

pemberi kerja, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami esensi perlindungan tenaga kerja 

secara lebih komprehensif (Alves et al., 2023). 

Selain pemahaman normatif, kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan juga 

menjadi fokus penting dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketidakpatuhan 

terhadap kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan sanksi administratif 

maupun konsekuensi hukum lainnya yang dapat berdampak pada keberlangsungan organisasi dan 

reputasi pemerintah daerah maupun badan usaha (Illahi, 2025). Lebih jauh, ketidakpatuhan tersebut 

dapat merugikan pekerja karena hilangnya hak atas perlindungan ketika menghadapi risiko kerja, serta 

memicu konflik industrial yang mengganggu hubungan kerja yang harmonis (Humaira, 2025). Oleh 

karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi yang berkelanjutan menjadi instrumen 

penting dalam membangun budaya kepatuhan yang positif (Ramli et al., 2020) 

Penguatan pemahaman normatif juga diarahkan pada penempatan jaminan sosial sebagai bagian 

integral dari perlindungan hukum tenaga kerja. Jaminan sosial ketenagakerjaan harus dipahami sebagai 

kebijakan publik yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan keadilan, bukan sekadar kewajiban 

administratif semata (Taufik et al., 2019). Regulasi yang ada menegaskan bahwa jaminan sosial 

merupakan hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja dengan dukungan pengawasan 

dari pemerintah daerah (Pramoda et al., 2022). Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk 

bersikap proaktif dalam mendorong kepatuhan melalui sosialisasi, pendampingan, dan penguatan 

kebijakan daerah yang selaras dengan regulasi nasional . Dengan meningkatnya pemahaman normatif 

dan kesadaran hukum di kalangan pengusaha dan pemerintah daerah, jaminan sosial diharapkan dapat 

diimplementasikan secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum tenaga kerja, sekaligus 

memperkuat kesejahteraan dan keadilan sosial bagi pekerja (Nababan et al., 2023) 

2. Peran Ahli Hukum dalam Proses Evaluasi dan Penguatan Kepatuhan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan di Tingkat Daerah 

Peran ahli hukum dalam proses evaluasi dan penguatan kepatuhan jaminan sosial 

ketenagakerjaan di tingkat daerah memiliki posisi yang sangat strategis, khususnya dalam memastikan 

bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan 

pengabdian ini, ahli hukum berperan aktif dalam melakukan analisis dokumen dan membangun 

argumentasi kepatuhan berbasis regulasi sebagai dasar penilaian terhadap pemerintah daerah dan badan 

usaha. Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah kesesuaian kebijakan daerah, praktik 

administrasi, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, terutama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. Melalui pendekatan ini, ahli hukum memastikan bahwa seluruh aspek penilaian tidak hanya 

bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kepatuhan hukum secara substantif (Pamungkas et al., 

2024). 
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Argumentasi hukum yang dibangun oleh ahli hukum menjadi instrumen penting dalam 

menjelaskan kewajiban hukum jaminan sosial kepada para pemangku kepentingan. Argumentasi 

tersebut disusun berdasarkan hasil analisis regulasi dan praktik implementasi, sehingga mampu 

menunjukkan hubungan antara norma hukum, kewajiban pemberi kerja, dan perlindungan hak pekerja. 

Dengan kemampuan merumuskan argumen yang sistematis dan berbasis regulasi, ahli hukum dapat 

meyakinkan pemerintah daerah dan badan usaha bahwa kepatuhan terhadap jaminan sosial 

ketenagakerjaan merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dan etika, bukan sekadar tuntutan 

administrative (Khumairok, 2023). Selain itu, argumentasi ini juga berfungsi untuk meningkatkan 

kesadaran mengenai konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi dari ketidakpatuhan, sehingga 

mendorong terbentuknya komitmen kepatuhan yang lebih kuat di tingkat daerah (Carnescia, 2024). 

Dalam proses evaluasi, ahli hukum juga berperan penting dalam mengidentifikasi berbagai 

kendala kelembagaan dan kebijakan yang dihadapi pemerintah daerah. Hasil pengabdian menunjukkan 

bahwa perbedaan pemahaman antar lembaga pemerintah daerah terkait pentingnya jaminan sosial 

ketenagakerjaan sering kali menyebabkan ketidakseragaman implementasi kebijakan. Selain itu, 

keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk kegiatan sosialisasi turut berkontribusi terhadap 

rendahnya tingkat kepatuhan dan partisipasi badan usaha (Mulyawan & Yulinda, 2021). 

Ketidakharmonisan antara regulasi pusat dan kebijakan daerah juga menimbulkan kebingungan dalam 

pelaksanaan jaminan sosial, terutama di daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan terbatas 

(Robuwan & Tiya, 2023). Dalam konteks ini, kehadiran ahli hukum menjadi penting untuk memberikan 

penilaian kritis sekaligus rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih selaras dan inklusif (Ikhsan et 

al., 2021). 

Refleksi pengabdian terhadap mekanisme Penghargaan Paritrana menunjukkan bahwa 

keterlibatan ahli hukum dalam tim penilai memperkuat efektivitas Paritrana sebagai instrumen evaluatif 

dan edukatif. Melalui pendekatan evaluasi berbasis dokumen dan dialog langsung dengan pemerintah 

daerah serta badan usaha, Paritrana tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kepatuhan, tetapi juga 

sebagai sarana pembelajaran kebijakan publik. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan dalam 

rangkaian kegiatan ini meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai jaminan sosial 

sebagai bentuk perlindungan hukum tenaga kerja (Ginting & Zamayya, 2024). Dengan dukungan 

analisis hukum yang komprehensif, rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih berbasis fakta dan 

berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, sehingga Paritrana dapat berkontribusi nyata dalam 

mendorong komitmen bersama untuk meningkatkan kepatuhan dan kesejahteraan tenaga kerja (Agus, 

2017). 

 

 

KESIMPULAN  

Pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa peran ahli hukum memiliki kontribusi 

yang signifikan dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat pemerintah 
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daerah. Keterlibatan ahli hukum dalam mekanisme Penghargaan Paritrana tidak hanya berfungsi 

sebagai bagian dari proses penilaian administratif, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum yang 

memperkuat pemahaman normatif pemerintah daerah dan badan usaha mengenai kewajiban 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui sosialisasi dan dialog berbasis regulasi, ahli hukum mampu 

menjelaskan jaminan sosial sebagai instrumen perlindungan hukum tenaga kerja yang bersifat wajib 

dan berkelanjutan. Selain itu, pengabdian ini menemukan bahwa argumentasi hukum berbasis analisis 

dokumen dan regulasi efektif dalam mendorong kesadaran akan konsekuensi hukum ketidakpatuhan 

serta pentingnya menempatkan jaminan sosial sebagai bagian integral dari kebijakan perlindungan 

tenaga kerja. Peran ahli hukum juga krusial dalam mengidentifikasi kendala kelembagaan dan kebijakan 

di tingkat daerah, termasuk keterbatasan kapasitas institusional, ketidakharmonisan regulasi, dan 

rendahnya intensitas sosialisasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa penguatan kepatuhan tidak dapat 

dilepaskan dari perbaikan tata kelola kebijakan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Dengan 

demikian, mekanisme Paritrana terbukti efektif sebagai instrumen evaluatif dan edukatif dalam 

mendorong kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama ketika didukung oleh keterlibatan aktif 

ahli hukum. Pengabdian ini menegaskan bahwa integrasi keahlian hukum dalam kebijakan publik 

daerah merupakan strategi penting untuk menjembatani norma hukum dan praktik implementasi, 

sekaligus memperkuat perlindungan hukum tenaga kerja secara berkeadilan. 
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